Per pust akaan >> Abstrak

Ti pe Kol eksi: indeks Artikel jurnal agama islam
Legislasi Syariat Sebagai Bentuk |jtihad Kol ektif
Abdul Helim

Deskripsi Lengkap: http:/lib.uhamka.ac.id/detail .jsp?d=47507& lokasi=lokal

Selamaini syariat hanya dipahami sebagai segala peraturan Allah baik yang menyangkut akidah, akhlak,
atau figih. Namun sebenarnya sejak lama bahasa syariat ini direduksi hanya untuk menunjukkan kepada
makna figh. Telah diketahui figh adalah hasil ijtihad para mujtahid, namun ia bersumber pada Al-Qur'an dan
Sunnah. Sedangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia jugatermasuk hasil pemikiran, namunia
bukan bersumber sebagaimana sumber figh, tetapi masih dipengaruhi bahkan meneruskan warisan kolonial.

Kini, apa bedanya hukum-hukum tersebut dengan figh, selanjutnya disenut syariat, sementara semua orang
mengetahui bahwa kompetisi, kredibilitas, integrasi antara keimanan dan keilmuan para mujtahid jauh Iebih
tinggi daripada perumus dan penerus warisan tersebut. Berdasarkan hal ini, sebenarnyatidak ada
argumentasi lagi untuk menolak legislas atau tasyri syariat 1slam menjadi undang-undang positif Islam di
Indonesia. Sebab dalam kesehariannya setiap orang tidak pernah lepas dari syariat, bahkan setiap detik
tarikan napasnya, ia selalu bersentuhan dengan syariat.

Selain itu, proses legislasi ini sebenarnya lebih ringan daripada yang dilakukan para mujtahid terdahulu
dalam menemukan hukum. Sebab yang dinamakan legislasi atau tasyri syariat untuk ditetapkan menjadi
hukum positif hanya"memetik" hasil pemikiran syariat yang terdapat dalam berbagai kitab mujthid
terdahulu. Namun, prosesini tetap dinamakan ijtihan dan pelakunya juga dinamakan mujtahid, hanya saja
tingkatan ijtihadnya pada tataran ijtihad tahqig al-manath, atau ijtihad takhriji yang kemudian dilakukan
dengan ijtihad tarjihi, atau dalam istilah lain disebut ijtihad thathbigi.

Kendati tingkatan ijtihad yang dilakukan berbeda dengan tingkatan ijtihad para mujtahid terdahulu, namun
tidak semua orang dapat melakukannya. Walaupun demikian, sebagal bangsa yang mayoritas tentunya tidak
sedikit diantara masyarakat 1slam yang berpotensi sesuai atau tidak jauh berbeda dengan kriteria-kriteria
seorang mujtahid. Hal ini, dipastikan tidak lepas dari peran pemerintah dan layaknya apabila proses ini
diserahkan kepada pra ulama atau mujtahid di Indonesia.
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